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BLIPATI ACEH SINGKII,

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal32
sld 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu ditetapkan
Peraturan DaL'rah Kabupaten tentang Pernbentukan Badan Perwakilan
Kampung;

bahwa schubungan dengan huruf a tcrscbut, perlu ditctapkan dcngan
suatu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Undang-undang Nomor 14'l'ahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Singkil;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Petunjuk Pelaksanaan. dan Penycsuaian
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Pedoman Unrum Pengaturan Mengenai Dcsa;

b

2.

Tahun 1999 tentang
Peristilahan dalam

Tahurt 1999 tentang

Dcngan Persctujuan

DtrWAN PERWAKILAN RAKYATDAORAII KABUPATEN ACEI{ SINGKIL

MEMUTTISKAN

PER{TUR1.N DAERATI ICA.BUPATEN I.CEH SINGKXL TEI.{TANG

PfilTBEITUfu.T\ BAD.{}{ PER\1 AKTLA\ [4 }IPT }--G.
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Pasal 1

Peraturan Daeralt ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalah Bupati Acolr Singkil.

Badan perwakilan Kainpung diseUut.iuga dengan nama lladan Pcnvakilan Karnpung yang

keanggotaannya terdiri dari pemuka Maiyaral<at yang ada di Kanrpung' tokoh adat' agama'

organisasi sosial polrtik, golongan prol'csi kanrputtg;
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Pasal 2

( I ) 'l'u.1uan penrbenlukan Badan l)erwakilan Karnpung adalah ultluk tnenrperkuat serta

mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di Kampung;

{l) Badan perwakilan Karnpung berkcduclukan seiaiar rlan nrcnjadi niitra dari Pcnrerintah

Kampung;

l)asal 3

tukan Badan Perwakilan Kanrpung dan keanggotaattnya didasarkan pada hasil penrililran

ka-pcnruka Masyaral<at yang acla cli I(iunpung yang bersangkutarl

Pasnl 4

Anggota Badan Perwakilan Karnpung dipilih dari

adat, agama, organisasi social politik, golongan

lainnya yang memenuhi persvaralan'

calon-calon yang diajukan oleh kalangan

prolcsi ditn unsur Pcnruka Masyarakat

Pimpinan Bada6 Perwaltilarr Kalrpung dipitih dari dan qlch attgggta

I}AI} III
Mliltr\N ISMIT PIiNCAt'ON AN

Pasal 5.

pencalonan dari pcrnilihan anggola ea{a11 PcrwAkilan Ko'lp-ulgl

Mekanlsrne pencalonan anggota Badan Penvakilan Karnputtg m.,liputi

l. Pembentukan panitia pernilihan olch Aparat Kampung'

2. Menetapkan tugas panitia pernilihatt;

3. pelaksanaan p*nyuiingan bakal calon Badan Perwakilan Kampung;

4 penetapan coion-gudun Perwakilan Kampung yang berhak dipilih'

pelaksanaan pemilihan anggota Llaclarr Perwakilan Kampung mclipul"i :

1. lnlormasipelaksanaan pcmilihan kepada masyarakal;

2. Pelaksanaan Pcmungutan suara;

3. Calon terpilih sesuai dengan perirrgkat-lurnlah -v-arlg clitetaplirn.
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l'asal [l

krgurus Badan Perwakilan Karnpung tcrdiri dari '

,a Kctua dan Wakil Kctua.

M. Sekretaris:
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Pasal I I

Perwaktlan Karrtpung rncnialankatl ltak, wcwgnang dan kowa.liban yang sanra yeritu utttuk

yang hidup dan berkembang dalam nrasyarakatikan sunggult - sungguh kenYataan

ik / Kepala Kampung .

l

BAI} VII
MEI(ANISME RAPAT DAN TATA TBRTIB

Badan Perwakilan KamPung (tlPK)
Pasal l2

Rapat Badan Perwakilan Karnpung dilaksanakan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam satu

tahun anggaran dan dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.
I

Tata tertib Badan Perwakilan Kampung diatur oleh Pimpinan Badan Perwakilan Kampung.

BAB VIII
MASA BAI(TI

Pasal 13

pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Kampung memiliki masa bakti selama 5 ( lima )
tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pirnpinan atau anggota Badan Perwakilan Kampung yang berhalangan tetap atau

mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian sesuai dengan pasal 5 ayat (6) angka 3,

masibakti pengganti adalah sisa masa bakti pimpinan atau anggota yang digantikan,

Tindakan Penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Kampung dilakukan pihak

penyidik diberitahukan kepada pirnpinan Badan Perwakilan Kampung dan Keuchik I
Kepala Kampung yang bersangkutan.

BAB IX
I(BTBNTUAN PERALIHAN

Pasal 14

rnisasi Pemerintahan Kampung atau yang disebut dengan nalna lainnya yang tidak ada pada

berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku darl disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

berlakunya Peraturan

Pasal 15

Daerah ini maka semua kelentuan yang bertentangan dengan

tidak berlaku lagi.Daerah ini dinyatakan

Pasal 16

yang belum cukup diatur dalam Pcraturan Dacrah ini akan diatur lebih lanjut dengan

Bupati sepanj ang mengenai pe1 aksanaannya

t
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BAB.X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

hraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
lmempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di
Pada tanggal

BUPATI

: Singkil.
: 23 Juni 2001.

ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMTIRSYAH PUTRA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 26 Seri C Tahun 2001

RIDWAN TIASAN



BAB.VI
KE'|ENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan -ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Peraturan Daerah ini

rnenjadi Pedotnan Bagi Keuchilc/Kepala Kampong dan Badan perwakilan

Kamporrg tentang Tatacara pencalonan, Pernilihan atau Pengangkatan

Perangkat Kampong.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang

mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengabungan

Kamlong yunfb..t.ntangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 9

I{al-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

peraturan p.Lkrun*nnya dcngan mcn'lpcrhatikan ketentuan akan diatur lebih

lanjut dengan KePutusan BuPati.

Pasal L0

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap

orang dapat mengetah ui nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil'

DISAHKAN DI
PADA TANGGAL

: SINGKIL
: 23 JUNI2001

BUPATI ACEH SINGKIL

CaplDto

MAKMURSYATI PTITRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupalen Aceh singkil
Pada Tanggal23 Juni 2001

Nomor 9 Seri D Tahun 2001

Sekretaris


